BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 95 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 51 TAHUN 2016
- TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

"DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah pada ketentuan pasal 40 ayat (1)
Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari pegawai
negeri sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai
dengan kebutuhan, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor
51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun
2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan. Provinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

17.

18,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 171 Tahun 2012,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Menteri Keuangan No 109/PMK.05/2007 Tentang
Dewan Pengawas BLU.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79

Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal;



19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
159b/Menkes/SK/ Per/II/ 1988 tentang Rumah Sakit;

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 73);

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 Tentang

Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Temanggung (Barita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal |

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita

Daerah Kabupaten Temangggung Tahun 2016 Nomor 51) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27

Direktur dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil

yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di
bidang perumahsakitan.

2. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 27A yang
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

(1) Direktur yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil bertindak selaku Pejabat
Pengguna Anggaran dan Barang Daerah.
(2) Dalam hal Direktur berasal dari Non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib

berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang merupakan Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang Daerah.




Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

.. Ditetapkan di Temanggung
pada-tanggal & September 2017

BUPATI TEMANGGUNG,

. BAMBANG SUKARNO
Diundangkan di Temanggung

pada tanggal & September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

/L"

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR g8




